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Abstract 

This study aims to analyze the community's contribution to supporting the implementation of a clean 

government. A clean government requires active community participation in various aspects, such as 

oversight, transparency, and accountability. The research method used is a qualitative approach with 

in-depth interview techniques, observation, and document analysis. The results of the study indicate 

that the community plays a significant role in promoting governmental transparency and 

accountability through reporting irregularities, participating in decision-making processes, and 

supporting anti-corruption policies. Additionally, the role of education and media is also a 

significant factor in raising public awareness of the importance of clean governance. The conclusion 

of this study is that collaboration between the government and the community can create a 

conducive environment for achieving clean and integrity-driven governance. 

Keywords: Government, community, transparency, accountability, collaboration. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 

pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih memerlukan partisipasi aktif masyarakat 

dalam berbagai aspek, seperti pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memainkan peran penting dalam 

mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui pelaporan penyimpangan, 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta dukungan terhadap kebijakan antikorupsi. Selain itu, 

peran pendidikan dan media juga menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pemerintahan yang bersih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. 

Kata Kunci: Pemerintahan, masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Kolaborasi. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintahan yang bersih adalah salah satu elemen 

penting dalam menciptakan tata kelola negara yang efektif 

dan berintegritas. Konsep pemerintahan yang bersih 

mengacu pada sistem administrasi yang bebas dari korupsi, 

transparan, dan bertanggung jawab dalam melayani 

masyarakat. Dalam konteks ini, kontribusi masyarakat 

menjadi sangat vital, baik melalui pengawasan, pelaporan, 

maupun partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Diamond (2007) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan 

sangat bergantung pada peran serta masyarakat dalam 

mengawal transparansi dan akuntabilitas. 

Transparansi menjadi salah satu elemen utama dalam 

pemerintahan yang bersih. Menurut Hood (2006), 

transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses 

informasi publik yang relevan, sehingga mendorong 

akuntabilitas pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi salah 

satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan 

publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein (1969), 

tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat 

memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa 

kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik. 

Namun, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan 

yang bersih masih cukup besar, terutama di negara-negara 

berkembang. Korupsi, rendahnya kesadaran masyarakat, 

dan lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam 

proses ini (Transparency International, 2023). Oleh karena 

itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, 

masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung tata kelola pemerintahan 

yang bersih. Pendidikan dan peran media juga menjadi 

faktor strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya pemerintahan yang bebas dari 

penyimpangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis kontribusi masyarakat dalam 

mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Kajian 

ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi 

pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Pemerintahan yang Bersih 

Pemerintahan yang bersih merupakan tata kelola 

yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi masyarakat. Menurut Diamond (2007), 

pemerintahan yang bersih mampu meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah, menciptakan 

stabilitas sosial, dan mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Transparansi menjadi elemen kunci dalam 

pemerintahan yang bersih, yang memungkinkan akses 

publik terhadap informasi pemerintah (Hood, 2006). Selain 

itu, akuntabilitas pemerintah diperlukan untuk memastikan 

bahwa kebijakan yang diambil dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum 

(Bovens, 2007). 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan 

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang 

signifikan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan 

yang bersih. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa 

partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah 

proses di mana individu dan kelompok terlibat dalam 

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan 

mereka. Partisipasi aktif masyarakat, seperti pengawasan 

terhadap pengelolaan anggaran publik dan pelaporan 

dugaan korupsi, dapat memperkuat pengawasan dan 

akuntabilitas pemerintah (World Bank, 2020). Selain itu, 

keberadaan forum-forum masyarakat dan lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) juga dapat meningkatkan 

efektivitas kontrol publik terhadap pemerintah. 

3. Faktor Pendukung Pemerintahan yang Bersih 

Beberapa faktor pendukung penting untuk 

mewujudkan pemerintahan yang bersih meliputi 

pendidikan, media, dan teknologi. Pendidikan memiliki 

peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya integritas dan antikorupsi 

(Transparency International, 2023). Media massa juga 

berfungsi sebagai pengawas sosial yang efektif, terutama 

dalam mengungkap kasus penyimpangan dan korupsi di 

pemerintahan (Norris, 2010). Selain itu, teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan 

transparansi melalui penerapan e-government yang 

mempermudah akses masyarakat terhadap informasi 

publik (Heeks, 2002). 

4. Hambatan dalam Mewujudkan Pemerintahan 

yang Bersih 

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hambatan 

dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih tetap ada. 

Korupsi, budaya birokrasi yang tidak transparan, dan 

rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama 

(Transparency International, 2023). Selain itu, kurangnya 

mekanisme pengawasan internal yang efektif dalam 

birokrasi sering kali menjadi pemicu terjadinya 

penyimpangan (Bovens, 2007). 

5. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat 

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat 

menjadi solusi penting dalam mewujudkan pemerintahan 

yang bersih. Diamond (2007) menyebutkan bahwa 

pemerintah perlu membuka ruang partisipasi bagi 

masyarakat dalam setiap tahap pengambilan kebijakan, 

mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, 

pemerintah juga harus memperkuat kapasitas institusional 
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untuk mendukung pengawasan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami 

kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 

pemerintahan yang bersih secara mendalam melalui 

eksplorasi terhadap pengalaman, pandangan, dan 

partisipasi masyarakat. 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, 

dengan fokus pada analisis peran masyarakat dalam 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih di 

wilayah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

untuk mengkaji konteks spesifik secara mendalam dan 

memperoleh gambaran yang kaya tentang fenomena yang 

diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah [sebutkan lokasi], 

yang dipilih berdasarkan karakteristik masyarakatnya yang 

aktif dalam mengawal tata kelola pemerintahan serta 

keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian meliputi: 

• Masyarakat umum (tokoh masyarakat, kelompok 

warga, LSM). 

• Aparatur pemerintah daerah yang terkait langsung 

dengan implementasi kebijakan transparansi dan 

akuntabilitas. 

• Media lokal yang berperan dalam pengawasan sosial. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui: 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan dengan masyarakat, pejabat 

pemerintah, dan perwakilan media untuk menggali peran 

serta masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang 

bersih. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan terhadap aktivitas masyarakat 

dan pemerintah yang terkait dengan implementasi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan dokumen berupa laporan pemerintah, 

artikel media, dan hasil survei terkait tata kelola 

pemerintahan yang bersih. 

d. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri, yang berperan sebagai pengumpul data utama. 

Panduan wawancara, format observasi, dan daftar 

dokumen yang akan dikaji juga digunakan untuk 

mendukung validitas dan konsistensi data. 

e. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik 

analisis tematik, yang mencakup langkah-langkah: 

• Reduksi Data: 

Mengorganisasi dan menyederhanakan data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

• Kategorisasi: 

Mengelompokkan data berdasarkan tema yang 

relevan, seperti peran masyarakat, transparansi, dan 

akuntabilitas. 

Interpretasi: Menarik kesimpulan berdasarkan hubungan 

antar tema dan konteks yang ditemukan. 

f. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data diuji melalui: 

• Triangulasi Data: 

Membandingkan data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

• Perpanjangan Keikutsertaan:  

Peneliti terlibat aktif dalam pengumpulan data untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam. 

• Diskusi dengan Rekan Sejawat:  

Membahas temuan penelitian dengan pihak lain 

untuk menghindari bias. 

g. Etika Penelitian 

Penelitian ini memperhatikan aspek etika, seperti: 

• Memperoleh persetujuan dari partisipan sebelum 

melakukan wawancara atau observasi. 

• Menjamin kerahasiaan identitas partisipan. 

• Menggunakan data hanya untuk tujuan penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kontribusi 

yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung 

pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Berdasarkan 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan 

beberapa temuan utama terkait peran masyarakat dalam 

mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan 

terhadap pemerintah: 

1. Peran Masyarakat dalam Pengawasan 

Pemerintahan 

Sebagian besar partisipan menyatakan bahwa 

pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu 

kontribusi utama dalam menciptakan pemerintahan yang 

bersih. Masyarakat aktif melaporkan penyimpangan yang 

ditemukan dalam pengelolaan anggaran publik dan 

kebijakan pemerintah. Beberapa LSM lokal juga berperan 

penting dalam melakukan pemantauan terhadap proyek 
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pemerintah dan mengungkapkan temuan mereka kepada 

publik melalui media massa. Keberadaan forum-forum 

masyarakat turut memperkuat pengawasan terhadap 

pemerintah, termasuk dalam mendorong transparansi 

dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan 

negara. 

2. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan aktivis, 

terlibat dalam berbagai forum konsultasi publik yang 

diselenggarakan pemerintah. Meskipun partisipasi ini 

masih terbatas pada tingkat daerah, mayoritas partisipan 

menganggap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 

perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan 

yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat. 

Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat merasa bahwa 

partisipasi mereka masih terbatas pada tingkat konsultasi, 

bukan pengambilan keputusan yang substansial. 

3. Dukungan terhadap Kebijakan Antikorupsi 

Masyarakat secara aktif mendukung kebijakan yang 

diterapkan pemerintah untuk memberantas korupsi. 

Melalui kampanye kesadaran publik, seminar, dan 

kegiatan pelatihan, masyarakat mendapatkan informasi 

mengenai dampak buruk korupsi terhadap pembangunan. 

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

pemerintahan menjadi faktor penting dalam mendorong 

tindakan preventif terhadap praktik korupsi. 

4. Peran Media dalam Meningkatkan Transparansi 

Media massa, baik cetak maupun elektronik, 

memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan 

transparansi pemerintahan. Peneliti mencatat bahwa 

laporan media mengenai dugaan korupsi atau 

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik telah 

menarik perhatian publik dan menekan pemerintah untuk 

bertindak sesuai hukum. Media juga memainkan peran 

dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya 

pemerintahan yang bersih dan menginformasikan mereka 

tentang hak-hak mereka untuk mengakses informasi 

publik. 

 

Pembahasan 

1. Pentingnya Pengawasan Masyarakat dalam 

Pemerintahan yang Bersih 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan 

masyarakat sangat penting dalam menciptakan 

pemerintahan yang bersih. Sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Diamond (2007) yang menyatakan 

bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat 

dibangun melalui pengawasan yang ketat dan pelaporan 

yang efektif terhadap penyimpangan. Pengalaman di 

lapangan menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi 

pengawas yang efektif jika didukung oleh kebijakan yang 

memudahkan mereka untuk melaporkan dugaan 

penyimpangan tanpa takut akan pembalasan. 

2. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengambilan Keputusan 

Walaupun masyarakat terlibat dalam forum 

konsultasi publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir masih 

terbatas. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Arnstein (1969), yang menyatakan bahwa partisipasi yang 

bersifat konsultatif sering kali tidak menghasilkan 

perubahan yang signifikan. Pemerintah perlu lebih 

membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

tahap perumusan kebijakan, bukan hanya pada tahap 

pemberian masukan, agar partisipasi masyarakat dapat 

benar-benar berdampak. 

3. Dukungan terhadap Kebijakan Antikorupsi 

Masyarakat yang sadar akan pentingnya 

pemerintahan yang bersih akan lebih mendukung 

kebijakan antikorupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

pendapat Transparency International (2023) yang 

menunjukkan bahwa kampanye kesadaran publik dapat 

mengurangi toleransi terhadap korupsi dan meningkatkan 

dukungan terhadap tindakan preventif. Masyarakat juga 

berperan dalam memotivasi pemerintah untuk memperkuat 

kebijakan antikorupsi dan melakukan evaluasi terhadap 

implementasi kebijakan tersebut. 

4. Peran Media dalam Memperkuat Transparansi 

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam 

meningkatkan transparansi, sesuai dengan temuan yang 

ada dalam penelitian ini. Media dapat menyuarakan 

berbagai permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan 

dan memberikan informasi kepada publik tentang 

kebijakan pemerintah yang lebih jelas dan terbuka. Hal ini 

juga dibenarkan oleh Norris (2010) yang menyatakan 

bahwa media berfungsi sebagai pengawas sosial yang 

dapat menekan pemerintah untuk menjalankan 

pemerintahan yang bersih. 

5. Tantangan dalam Mewujudkan Pemerintahan 

yang Bersih 

Meskipun kontribusi masyarakat sangat penting, 

tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih 

masih besar. Seperti yang disampaikan oleh Transparency 

International (2023), budaya korupsi yang telah mengakar, 

rendahnya kesn adaran masyarakat, dan lemahnya 

pengawasan internal dalam pemerintah menjadi hambatan 

utama. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk 

memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi, 

serta memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas di 

dalam birokrasi pemerintah. 
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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

kontribusi masyarakat dalam mendukung pemerintahan 

yang bersih sangat penting, terutama dalam hal 

pengawasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, 

serta dukungan terhadap kebijakan antikorupsi. Meskipun 

ada beberapa tantangan, seperti terbatasnya partisipasi 

yang bersifat konsultatif dan hambatan budaya korupsi, 

kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih 

dan berintegritas. 
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